
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 105 TAHUN  2022 

 

TENTANG 

 

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN                        

UNTUK USAHA PERORANGAN LAINNYA DIKAITKAN DENGAN 

PENERBITAN/PERPANJANGAN SURAT KETERANGAN BERUSAHA (SKB)  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang:   a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha, yang 

menyebutkan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan dikaitkan dengan 

penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) 

dimana Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimaksud 

merupakan pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha 

(SKTU);  

b.  bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah laut                     

ke-57 dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan 

kepada Usaha Perorangan Lainnya dengan cara pembebasan 

retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikaitkan 

dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan 

Berusaha (SKB); 

c. bahwa pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan 

dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan 

Berusaha (SKB) dalam rangka memperingati Hari Jadi 

Kabupaten Tanah Laut juga merupakan bentuk nyata 

perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha kecil 

yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat para 

pelaku usaha perorangan untuk mengurus izin usahanya 

dengan harapan mindset bahwa “mengurus izin itu susah“ 

akan berubah menjadi “mengurus izin itu mudah”. Harapan 
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kedepannya hal ini akan menarik para pelaku usaha 

perorangan untuk berlomba-lomba meningkatkan usahanya; 

d. bahwa penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara 

mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, yang 

dalam hal ini adalah pembebasan retribusi pelayanan 

Nonperizinan melalui pembebasan retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya 

dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat 

Keterangan Berusaha (SKB); 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha 

Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/ 

Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pembinaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

25); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25); 

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha (Berita 

Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun  2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Terhadap Badan Usaha (Berita Daerah Nomor 16); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI 

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN UNTUK USAHA 

PERORANGAN LAINNYA DIKAITKAN DENGAN 

PENERBITAN/PERPANJANGAN SURAT KETERANGAN 

BERUSAHA (SKB). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. 

6. Pelaku Usaha Perorangan adalah pelaku usaha yang memiliki Badan 

Usaha Perorangan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, 

dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Retribusi Daerah 

dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha 

(SKB) untuk golongan komersial Badan Usaha. 

 

BAB II 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 
 

Pasal 2 

 

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan nonperizinan diberikan pembebasan 

retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan 

Lainnya dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan 

Berusaha (SKB). 

(2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung 

selama Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang ke-57 mulai tanggal                             

1 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.  
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BAB III 

PELAPORAN DAN PENGENDALIAN 
 

Pasal 3 
 

(1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dilaporkan oleh Kepala DPMPTSP 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Pengendalian pembebasan retribusi dilakukan oleh DPMPTSP. 

(3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan 

sebagai bahan masukan peningkatan pelayanan pada DPMPTSP. 
 

BAB IV 

PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Pasal 4 
 

Pertanggungjawaban pembebasan retribusi dilaksanakan sesuai dengen 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5          
 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 

87 Tahun 2021 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan 

Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 
 

             Ditetapkan di Pelaihari  

    pada tanggal 26 September 2022        
 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 26 September 2022 
 

        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

  

 Ttd 

  

          H. DAHNIAL KIFLI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 105   

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 


